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PERATURAN   BUPATI   BANTUL

NOMOR             TAHUN 2005

TENTANG
PEMBATASAN DAN PENENTUAN JENIS USAHA 

DI BIDANG USAHA MINYAK  DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

	Menimbang  :  
	a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah kewenangan perijinan bidang usaha minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;


	
	b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha minyak dan gas bumi ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan dan Penentuan Jenis Usaha di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi;


	Mengingat   :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;


	
	3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;


	
	4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



	
	5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo Peraturan Nomor 32 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992;


	
	6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 



	
	7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi;



	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;



	
	12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolo- ngan Bahan-Bahan Galian;


	
	13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan;


	
	14. Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan Dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



	
	15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/30/MEM/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi;


	
	16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;


	
	M E M U T U S K A N



	Menetapkan :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBATASAN DAN PENENTUAN JENIS USAHA DI BIDANG USAHA MINYAK DAN GAS BUMI



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;  

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fasa air atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
6. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;
7. Gas Bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfir berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU yang dapat dimiliki oleh perorangan, Koperasi dan atau Badan Usaha dengan skala kecil, sedang atau besar yang tipe skalanya ditentukan oleh masing-masing lembaga atau institusi Migas yang bersangkutan;
9. Pelumas bekas adalah jenis pelumas yang pernah dipakai dan atau pelumas yang dihasilkan dari proses penjernihan dari pelumas bekas;
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,  Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga pensiunan, bentuk usaha tetap serta dalam bentuk lainnya;
11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Ijin di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi
Paragraf I

Jenis Ijin

Pasal 2

(1) Setiap kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki Ijin.
(2) Ijin sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

a. Ijin Pendirian Depot Lokal;

b. Ijin Pendirian SPBU;

c. Ijin Pendirian SPBU Mini;

d. Ijin Pendirian Kios BBM;

e. Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah;

f. Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah;

g. Ijin Pengecer Minyak Tanah;

h. Ijin Pendirian SPBBG;

i. Ijin Pendirian Agen LPG;

j. Ijin Penyaluran LPG;

k. Ijin Pengumpulan, Pemurnian dan Penyaluran Pelumas Bekas;

l. Ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas.
Paragraf 2

Ijin Pendirian Depot Lokal

Pasal 3

Ijin Pendirian depot Lokal adalah ijin yang wajib dimiliki oleh setiap badan hukum yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penyaluran BBM ke SPBU melalui lembaga penyalur.

Pasal 4
(1) Ijin Pendirian Depot Lokal berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Ijin Pendirian Depot Lokal Wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) Ijin Pendirian Depot Lokal Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang selama satu tahun lagi.
Pasal 5
Ijin Pendirian Depot Lokal tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 3

Ijin Pendirian SPBU

Pasal 6

Ijin Pendirian SPBU adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU dengan kapasitas penjualan > 5000 (lima ribu) liter per hari.

Pasal 7
(1) Ijin Pendirian SPBU berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Ijin Pendirian SPBU wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) Ijin Pendirian SPBU Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 8

Ijin Pendirian SPBU tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 4

Ijin Pendirian SPBU Mini

Pasal 9

Ijin Pendirian SPBU Mini adalah ijin yang wajib dimiliki oleh pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM melalui SPBU atau Penyalur Resmi Lainnya dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan < 5000 (lima ribu) liter per hari.
Pasal 10
(1) Ijin Pendirian SPBU Mini berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin Pendirian SPBU Mini wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Ijin Pendirian SPBU Mini Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 11
Ijin Pendirian SPBU Mini tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 5

Ijin Pendirian Kios BBM

Pasal 12

Ijin Pendirian Kios BBM adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan BBM dengan menggunakan peralatan sederhana/manual melalui kios BBM dengan kapasitas penjualan 200 (dua ratus) liter sampai dengan 400 (empat ratus) liter per hari.

Pasal 13
(1) Ijin Pendirian Kios BBM berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin Pendirian Kios BBM wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Ijin Pendirian Kios BBM Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 14
Ijin Pendirian Kios BBM tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 6

Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah

Pasal 15

Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran minyak tanah melalui pangkalan minyak tanah yang menjadi anggotanya dengan kapasitas penjualan > 5000 (lima ribu) liter perhari.

Pasal 16
(1) Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 17
Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah tidak dapat dipindahkan atau dialihkan.

Paragraf 7

Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah

Pasal 18

Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran minyak tanah kepada pengecer minyak tanah yang menjadi anggotanya dengan kapasitas penjualan 400 (empat ratus) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter perhari.

Pasal 19
(1) Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 20
Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah tidak dapat dipindahtangankan atau dilaihkan.

Paragraf 8

Ijin Pengecer Minyak Tanah

Pasal 21

Ijin Pengecer Minyak Tanah adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penjualan minyak tanah kepada konsumen umum dengan alat sederhana atau manual dengan kapasitas penjualan 200 (dua ratus) liter sampai 400 (empat ratus) liter perhari.

Pasal 22
(1) Ijin Pendirian Pengecer Minyak Tanah berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin Pendirian Pengecer Minyak Tanah wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Ijin Pendirian Pengecer Minyak Tanah Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 23
Ijin Pendirian Pengecer Minyak Tanah tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf  9

Ijin Pendirian SPBBG

Pasal 24

Ijin Pendirian SPBBG adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengisian dan penyaluran LPG kepada agen LPG yang menjadi anggotanya.

Pasal 25
(1) Ijin Pendirian SPBBG berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Ijin Pendirian SPBBG wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) Ijin Pendirian SPBBG Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 26
Ijin Pendirian SPBBG tidak dapat dipindahkan atau dialihkan.

Paragraf 10

Iin Pendirian Agen LPG

Pasal 27

Ijin Pendirian Agen LPG adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran LPG kepada penyalur LPG yang menjadi anggotanya dengan kapasitas penjualan > 1 (satu) ton perhari.

Pasal 28
(1) Ijin Pendirian Agen LPG berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
(2) Ijin Pendirian Agen LPG wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(3) Ijin Pendirian Agen LPG Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 29
Ijin Pendirian Agen LPG tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 11

Ijin Penyalur LPG

Pasal 30

Ijin penyaluran LPG adalah ijin yang wajib dimiliki oleh pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyaluran LPG kepada konsumen dengan kapasitas penjualan 500 (lima ratus) Kg sampai dengan<1 (satu) ton perhari.
Pasal 31
(1) Ijin Pendirian Penyaluran LPG berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin Pendirian Penyaluran LPG wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Ijin  Pendirian  Penyaluran LPG Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 32
Ijin Pendirian Penyaluran LPG tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.

Paragraf 12

Ijin Pengumpulan, Pemurnian dan Penyaluran Oli dan Pelumas Bekas.

Pasal 33

Ijin Pengumpulan, pemurnian dan penyaluran Oli dan pelumas bekas adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan atau pemurnian dan atau penyaluran pelumas bekas di wilayah Kabupaten Bantul, setelah adanya rekomendasi dan atau dokumen perijinan dari Instansi Pemerintah Pusat.

Pasal 34
(1) Permohonan ijin pengumpulan, pemurnian dan penyaluran pelumas bekas berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin pengumpulan, pemurnian dan penyaluran pelumas bekas wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(3) Ijin pengumpulan, pemurnian dan penyaluran  pelumas bekas  Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 35
Ijin pemurnian, pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas dikecualikan atau tidak diperlukan bagi :

a. pemurnian dan pengumpulan pelumas bekas dalam rangka penelitian;
b. ijin pengumpulan, pemurnian dan penyaluran pelumas bekas kurang dari 100 (seratus) liter perhari.

Paragraf 13
Ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak  dan  Oli  serta  Pelumas Bekas
Pasal 36

Ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas adalah ijin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas di wilayah Kabupaten Bantul, setelah adanya dokumen atau rekomendasi dan atau dokumen perijinan dari Instansi tehnis dan Pemerintah Pusat.

Pasal 37
(1) Permohonan ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun.
(3) Ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas  Sementara berlaku satu tahun dan hanya dapat diperpanjang satu tahun lagi.

Pasal 38
Ijin Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas dikecualikan/tidak diperlukan bagi :

a. pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas dalam rangka penelitian;
b. pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan Oli serta Pelumas Bekas kurang dari 10 (sepuluh) liter perhari  selama satu bulan.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur

Pasal 39

(1) Permohonan ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Permohonan ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi wajib menyusun Dokumen Lingkungan (AMDAL) dengan skala besaran > 10.000 ton per tahun atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan ( UKL-UPL dan DPL ) dengan skala besaran > 400 liter per hari sampai < 10.000 ton per tahun , atau  Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan skala besaran < 400 liter per hari.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh ijin sesuai yang telah diatur oleh Bupati.
Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 40

(1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ijin yang telah diberikan.
(2) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diwajibkan :

a. Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan ijin yang telah diberikan.

b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati.

c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Melaksanakan ketentuan tehnik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Membayar retribusi ijin sebagaimana yang telah diatur Peraturan Daerahnya. 

f. Mentaati petunjuk teknik dari Bupati.

g. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 41

Setiap pemilik ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati, tembusan ke Dinas/Instansi terkaityang membidangi.

Pasal 42
(1) Kurun waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 adalah sebagai berikut :

a. Ijin Pendirian Depot Lokal setiap 6 (enam) bulan;
b. Ijin Pendirian SPBU setiap 1 (satu) bulan;
c. Ijin Pendirian SPBU Mini setiap 1 (satu) bulan;
d. Ijin Pendirian Kios BBM setiap 1 (satu) bulan;
e. Ijin Pendirian Agen Minyak Tanah setiap 6 (enam) bulan;
f. Ijin Pendirian Pangkalan Minyak Tanah setiap 1 (satu) bulan;
g. Ijin Pengecer Minyak Tanah setiap 1 (satu) bulan;
h. Ijin Pendirian SPBBG setiap 6 (enam) bulan;
i. Ijin Penyaluran LPG setiap 1 (satu) bulan;
j. Ijin Penyaluran LPG setiap 1 (satu) bulan;
k. Ijin pengumpulan, Pemurnian dan Penyaluran Pelumas Bekas setiap 1 (satu)  bulan;
l. Pemendaman Tangki Penimbun Bahan Bakar Minyak dan oli serta pelumas bekas setiap 1 (satu)  bulan.
BAB III

PEMBINAA N, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43
(1) Pembinaan teknis atas kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pengawasan dan Pengendalian dampak lingkungan atas kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi dilakukan oleh Instansi yang berwenang bidang lingkungan hidup  yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV

PELAKSANAAN
Pasal 44
Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh instalasi teknis bersama dengan Instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup sesuai tugas dan kewenangan masing masing sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
Sanksi Administrasi
Paragraf 1

Sanksi Bagi Usaha Yang Telah Memiliki Ijin
Pasal 45
(1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi diberikan peringatan secara tertulis apabila :

a. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
b. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usahanya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ijin yang telah diperolehnya;
d. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2).

(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 46

(1) Ijin di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi dibekukan apabila orang pribadi atau badan hukum pemilik ijin tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2).
(2) Selama ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi yang bersangkutan dibekukan orang pribadi atau badan hukum tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha.
(3) Jangka waktu pemberian ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin.
(4) Pembekuan ijin di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi dikeluarkan oleh Bupati.
(5) Ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang ijin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi dicabut apabila :

a. ada permintaan sendiri dari pemegang ijin untuk menutup usahanya;
b. Ijin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan;
c. Orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan pelaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
(2) Pelaksanaan pencabutan ijin disertai dengan penutupan tempat usaha.
(3) Pencabutan ijin di bidang usaha minyak dan gas bumi dan penutupan tempat usaha dikeluarkan oleh Bupati.
Paragraf 2

Sanksi Bagi Usaha Yang Tidak Memiliki Ijin

Pasal 48

(1) Setiap usaha di bidang minyak dan gas bumi yang tidak memiliki ijin diberi peringatan secara tertulis.
(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
Pada saat Peraturan Bupati  ini mulai berlaku terhadap ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang telah dimiliki tetap berlaku selama 1 (satu) tahun.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diaur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati iini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal    Oktober 2005

BUPATI BANTUL

Drs. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor         Tahun 2005
Tanggal        
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
Drs. GENDUT SUDARTO KD. BSc, MMA
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 

Tanggal

PELAKSANA TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(   Pembina Tingkat I, IV/b   )
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